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Pendapatan Asli Daerah  (PAD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di 
Kabupaten Jeneponto "Di bawah bimbingan Dr. Nurlina, M.Si sebagai 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
Perencanaan pendapatan asli daerah dan pelaksanannya, serta kontribusi 
pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto dalam membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
secara kualitatif yaitu analisis data berdasarkan kata-kata yang disusun dalam 
bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi 
atau peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung dengan bantuan 
data primer yang berasal dari hasil wawancara dan berdasarkan studi literatur. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan 
pelaksanaan dalam proses  penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten 
Jeneponto dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah yang bertindak sebagai kordinator kepada setiap SKPD yang memiliki 
potensi penerimaan. Adapun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terhadap belanja pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
Kabupaten Jeneponto, dengan besaran penerimaan dari PAD dari tahun 2013 
sebesar Rp.21.680.093.000, pada tahun 2014 Rp.46.025.290.609, dan pada 
tahun 2015 sebesar Rp.64.000.145.600 dengan jumlah belanja Pembangunan 
dari tahun anggaran 2013 sebesar Rp.50,114,162,383, kemudian pada tahun 
anggaran 2014 Rp.75,773,900,335, dan tahun anggaran 2015 sebesar 
Rp.178,459,615,903. Maka kontribusi PAD dari tahun 2013 sampai tahun 2015 
terhadap belanja pembangunan daerah pada tahun 2013 sebesar (43,26%), 
2014 (60,74%), dan 2015 (35,86%). Untuk menutupi ketidakmampuan PAD 
terhadap belanja pembangunan daerah, maka pemerintah pusat melalui dana 
perimbangan dari dana APBN memberikan bantuan demi terciptanya 
pemerataan penganggaran yang adil terhadap daerah.   
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Abstract 
 Hendri Gunawan, student registration number E12111253, 
Governance Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, 
Hasanuddin University, writing his thesis with title “The Analysis of Capability 
of District Own Source Revenue (PAD) in the Implementation of 
Development in Jeneponto Regency” (Supervised by Dr. Nurlina, M.Si and 
A. Murfhi, S.sos, M.Si) 
 This research aims to know and analyze planning and implementation 
of district own source revenue and contribution of district own source revenue 
for Jeneponto regency in defray the implementation of governance. This 
research used qualitative analysis technique which data analysis based on the 
words that are arranged in the form of expanded text. The analyzing data are 
the data from situations and events that occurred in the fields and also 
supported by primary data that derived from interviews and based on literature 
study. 
 This research showed that planning and implementation in the 
admissions process of district own source revenue Jeneponto regency is run 
by office for management of regional revenue, finance and assets which served 
as a coordinator for each local government agency (SKPD) which has the 
potential revenue. Contribution of district own source revenue to the 
development expenditure of governance in Jeneponto regency, with the 
amount of revenue from district own source revenue from 2013 is 
Rp.21.680.093.000 in 2014 is Rp.46.025.290.609 and in 2015 is 
Rp.64.000.145.600 with the amount of development expenditure from 2013 
year budget is Rp.50,114,162,383 then 2014 is Rp.75,773,900,335, and in 
2015 is Rp.178,459,615,903. The contribution of district own source revenue 
from 2013 untill 2015 for district development expenditure in 2013 (43,26%), 
2014 (60,74%), and 2015 (35,86%). To covered incapacity of district own 
source revenue against the district development expenditure, so the central 
government used fiscal balance from state budget (APBN) to provide aid for 
the support of budgeting equitable which fair to the district. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada masa orde baru pemerintahan sentralistik tidak membawa 
perubahan signifikan terhadap pembangunan pada daerah karena semua 
terpusat pada satu pemerintahan yang besar di ibu kota (Jakarta), pemerintah 
di daerah memiliki kewenangan terbatas sehingga tidak ada kemandirian 
perencanaan pemerintah daerah yang murni saat itu dalam melaksanakan 
fungsi pemerintahan di daerah masing-masing. Maka dari itu segala 
pendanaan (uang) untuk daerah berada di pusat dan mengharuskan daerah 
meminta ke pusat dalam rangka melaksanakan pemerintahan di daerah. 
Berpuluh tahun Sistem sentralistik orde baru berkuasa, membuat 
ketiadaan kreativitas dan pengembangan daerah stagnan dibanding di ibu kota 
dan belum menemui titik terang, sehingga pemerataan pembangunan tidak 
terjadi di Indonesia khususnya pada daerah, percepatan pembangunan hanya 
terjadi di ibu kota saja sehingga ketimpangan pembangunan sangat jelas, ada 
yang pesat dan ada yang tertinggal. Inilah yang kemudian menjadikan daerah 
susah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya dalam 
melaksanakan fungsi pembangunan dan kesejahtraan masyarakat. 
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Pemerintahan sentralistik membuat pemerataan pembangunan tidak 
representative terhadap pemerintah daerah dalam membiayai urusan di 
daerah maka perlu untuk melakukan pembagian kekuasaan dan wewenang 
antara pusat, provinsi, dan daerah.  
Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma 
pembangunan nasional, dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma 
pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan 
paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket 
undang-undang yaitu undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah 
Daerah menjelaskan tentang tanggug jawab politik dan administrative 
pemerintah pusat, propinsi, dan daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 
tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fisksal, menjelaskan 
pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah. 
Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam 
menjalankan otonomi sepenuhnya didalam implementasinya diperlukan dana 
yang memadai. Oleh karena itu, malalui undang-undang No. 33 tahun 2004 
kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai 
daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan 
mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah 
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bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 
pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang 
sah yang menjadi sumber pendapatan daerah (PAD) maka pemerintah 
mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta 
menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam 
rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu 
mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri. Karena makna substantif 
otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian. Implikasi 
lain yang sangat penting dari pengurusan kewenanagan tersebut adalah 
semakin meningkatnya kebutuhan daerah dan pembiayaan penyelenggaraan 
aktivitas pemerintah dan pembangunan juga akan semakin besar. Oleh 
karenanya pemerintah daerah harus dapat bertindak sekaligus bersikap efisien 
dan efektif serta berprinsip melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya 
yang dimiliki daerah untuk dikelolah sebaik-baiknya untuk menjadikan 
pendapatan asli daerah sebagai pendapatan murni yang diambil dari kekayaan 
daerah dalam mengelolah keuangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
daerah. 
Dari uraian tersebut, otonomi daerah menekankan  bahwa ciri utama 
suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan kemampuan 
pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian disebut keuangan daerah, yang 
berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali 
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sumber-sumber pendapatan asli daerah atau kekayaan daerah salah satunya 
berasal dari pajak, mengelolah dan menggunakan keuangannya sendiri untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan;  
Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pelayanan, pembangunan, 
dengan formulasi sebagai berikut: 
(Mahmudi, 2010:142) 
   Pendapatan asli daerah (PAD) 
Rasio kemandirian=     _____________________ 
        Dana perimbangan 
 
Dari formulasi diatas, kemandirian suatu daerah  dapat dilihat dari 
pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pusat. Jadi sudah 
seharusnya pendapatan asli daerah di prioritaskan dan menjadi sangat penting 
untuk ditingkatkan dalam membiayai daerah  dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio PAD dari dana 
perimbangan maka semakin baik pula tingkat kemandirian daerah dalam 
menyelenggarakan urusan daerah atau pemerintahan.  
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan 
Pendapatan Asli Daerah kabupaten Jeneponto menekankan pada Pendapatan 
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daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai 
untuk setiap sumber pendapatan serta dalam merencanakan target PAD 
pemerintah daerah mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, 
potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi 
masing-masing jenis penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli daerah 
sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pada era 
otonom saat ini, pemerintah kabupaten jeneponto dalam mengelolah 
pendapatan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten 
jeneponto terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.  
Dalam pemaparan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) kabupaten Jeneponto” yang disampaikan dalam target dan realisasi 
pendapatan daerah kabupaten jeneponto dari tahun 2013-2015 realisasi PAD 
tahun 2013 sebesar Rp.16.617.581.009,00 dan pada tahun 2014 realisasi PAD 
sebesar Rp.46.025.290.609,00  kemudian pada tahun 2015 terjadi 
peningkatan pendapatan PAD sebesar Rp. 64.000.145.600,00. Dari tiga tahun 
terakhir ini terus terjadi peningkatan pendapat asli daerah, ini membuktikan 
bahwa  kemampuan pemerintah meningkatkan kemampuan penerimaannya 
dalam mengelolah kekayaan daerah dapat menjadikan pendapatan asli 
daerah sebagai pendapatan keuangan yang tinggi dalam menyelenggarakan 
pemerintahan yang kian terus meningkat dari tahun ke tahun dapat berjalan 
dengan baik.  
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Namun, Seiring dengan peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten 
jeneponto disaat yang bersamaan pula justru kabupaten jeneponto masih 
tertinggal dari segi infrastruktur pembangunan, dimana pembangunan masih 
belum merata di daerah kabupaten Jeneponto,  salah satunya pembangunan 
jalan-jalan ke desa masih belum merata diantara beberapa desa seperti di 
kecamatan arungkeke, desa palajau yang belum mendapatkan perbaikan jalan 
dibandingkan dengan desa bulo-bulo, dan kabupaten Jeneponto merupakan 
daerah yang sebagian besar memiliki lahan petanian dan persawahan yang 
cukup luas namun dalam pemanfaatan lahan oleh masyarakat cuma bisa 
melakukan panen sekali dalam setahun akibat masih minimnya penyediaan 
irigasi air persawahan sehingga pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah 
masih minim.  pembanguan akan berpengaruh terhadap percepatan akses 
ekonomi yang melambat sehingga tujuan dari pemerintahan memberi 
pelayanan dan pembangunan belum maksimal,  
Maka dari itu perlu untuk melihat kembali hal yang mendasar dari 
kebutuhan daerah dan memprioritaskan yang menjadi kebutuhan daerah saat 
ini sehingga  dalam upaya peningkatan pembangunan dapat terealisai sesuai 
kebutuhan, pembangunan dapat memacu penerimanaan pendapatan dan 
peningkatan keuangan daerah. Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian 
sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan 
bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang 
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merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah.  
Dari uraian diatas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa, sejauh mana 
kontribusi PAD kabupaten Jeneponto dalam penyelenggaraan pemerintahan 
sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerah pemerintahan, demikian 
juga di Kabupaten jeneponto, untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam 
berotonomi maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam 
skripsi yang berjudul “Analisi Kemampuan PAD Dalam Penyelenggaraan 
pemerintahan di Kab.Jeneponto” maka dari itu perlunya untuk mengetahui 
kembali pendapatan Asli daerah untuk di kelola dan mengembangkan potensi 
sumber daya yang terdapat di daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di 
daerah.  
Pendapatan asli daerah sangat berpengaruh besar dalam menjalankan 
proses penyelenggaraan pemerintahan pada era otonomi saat ini, pengelolaan 
yang bersumber pada kekayaan daerah berupa kekayaan alam/aset suatu 
daerah yang memadai dapat dikelola dengan baik sehingga dapat 
menghasilkan pendapatan yang tinggi, juga dapat membiayai suatu daerah 
dalam mengurusi daerah otonomnya. Pendapatan asli daerah merupakan 
salah satu alternative dari pemerintahan desentralisasi untuk pembiayaan 
pengembangan daerah dalam pembangunan, pelayanan dan perlindungan 
terhadap masyarakat di daerah. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Konsekuensi dalam pelaksanaan otonomi daerah terletak pada 
kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahannya, sehingga sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah 
satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Maka dari itu penulis 
mengambil beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: 
1. Bagaimana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 
Jeneponto? 
2. Bagaimana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui Proses Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Kabupaten Jeneponto 
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran dan kontribusi pendapatan 
asli daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten 
Jeneponto. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat akademik dan juga dapat 
menambah khasanah pengetahuan tentang kemampuan 
pendapatan asli daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan kabupaten jeneponto. 
2. Bagi pemerintah kabupaten Jeneponto, dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun kebijakan 
pembangunan terkait pengelolaan pendapatan asli daerah dalam 
menopang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
3. Bagi pihak lain, dapat memberikan informasi, dan data tambahan 
khususnya bagi pihak berkepentingan dalam pengembangan 
penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan kemampuan 
pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan 
untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori 
dalam penelitian. 
2.1 Tinjauan Tentang Otonomi Daerah 
Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan Menurut Pasal 1 huruf (h) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, konsep 
otonomi daerah adalah demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan 
masyarakat dan dalam rangka itu, kepada daerah otonom diserahkan sejumlah 
kewenangan untuk mengatur daerahnya. Kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepentingan 
masyarakat setempat menuntut prakarsa sendiri, kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 
 
 
11 
 
Menurut Hoessein (2000: 16):  
Otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam 
mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki 
status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat. 
Pemerintahan daerah (local government) dan otonomi daerah (local 
autonomy) tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi 
merupakan masyarakat setempat. Urusan dan kepentingan yang 
menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya 
adalah lokalitas tersebut bukan bangsa. 
 
Pemberlakuan otonomi daerah sebenarnya merupakan suatu pilihan politis 
sebagai dampak penerapan bentuk negara kesatuan dengan ciri terpusatnya 
kekuasaan. Ketika kondisi telah matang, tercipta momentum yang 
menggerakkan arus balik pusat ke daerah. Penerapan otonomi daerah juga 
dimaksud sebagai upaya mew ujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang 
bersifat metropolitan, kosmopolitan, sebagai sentra-sentra perdagangan, 
bisnis dan industri. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya 
kekuasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri 
atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka 
mengembangkan dan memajukan daerahnya.  
Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5  memberikan 
definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur 
otonomi daerah adalah :  
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1. Hak. 
2. Wewenang.  
3. Kewajiban Daerah Otonom. 
Hak Daerah Otonom 
Dari ketiga unsur tersebut Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur 
dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam UU NO 32 
Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-
hak daerah yang dijabarkan pada  Pasal 21 Dalam menyelenggarakan 
otonomi, daerah mempunyai hak: 
1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 
2. Memilih pimpinan daerah.  
3. Mengelola aparatur daerah.  
4. Mengelola kekayaan daerah.  
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.  
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya yang berada di daerah.  
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 
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Kewenangan Daerah Otonom 
Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka daerah 
otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat (Pasal 1 angka 6 UU No 32 Tahun 2004) berhak 
mengurus urusan pemerintahanya, urusan pemerintahan yang tertulis pada 
Pasal 12 UU No 32 Tahun 2004 memberikan panduan, yaitu: 
(1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan 
sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian 
sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.  
(2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan 
pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. 
selanjutnya  urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah di daerah otonom 
didasarkan pada asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. (Pasal 1 angka 7 UU No 32 Tahun 2004). Urusan Pemerintahan ini 
 
 
14 
 
ada yang diklasifikasi menjadi urusan wajib dan dalam konstruksi UU No 32 
Tahun 2004 ada urusan wajib. 
Selanjutnya untuk urusan pemerintahan skala kabupaten Pasal 14. (1) 
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk 
kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:  
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan. 
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.  
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.  
d. penyediaan sarana dan prasarana umum.  
e. penanganan bidang kesehatan.  
f. penyelenggaraan pendidikan.  
g. penanggulangan masalah sosial.  
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan.  
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.  
j. pengendalian lingkungan hidup.  
k. pelayanan pertanahan.  
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.  
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan.  
n. pelayanan administrasi penanaman modal.  
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.  
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p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.  
 
 
Kewajiban Daerah Otonom 
Untuk melaksanakan kewenangan wajib tersebut, maka daerah otonom 
dalam melaksanakan otonomi daerah pada Pasal 22 yang menyatakan : 
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:  
a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.  
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;  
d. mewujudkan keadilan dan pemerataan.  
e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.  
f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.  
g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.  
h. mengembangkan sistem jaminan sosial.  
i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.  
j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah.  
k. melestarikan lingkungan hidup.  
l. mengelola administrasi kependudukan.  
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m. melestarikan nilai sosial budaya.  
n. membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai 
dengan kewenangannya  
o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  
2.1.1 Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah 
2.1.1.1 Tujuan Otonomi Daerah 
Tujuan otonomi daerah, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU 
No. 32 Tahun 2004 adalah meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 
Menurut Ryaas Rasyid (1998: 46):  
Pemberlakuan otonomi daerah bukan hanya bertujuan 
untuk pendewasaan politik rakyat melainkan juga 
sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat demi 
terwujudnya peran serta dalam pemberdayaan 
masyarakat yang menjadi harapan dari rakyat Indonesia. 
Oleh karena itu, pemberian otonomi kepada daerah yang 
seluas mungkin dan meletakkan fokus ekonomi daerah 
pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat 
merupakan hal yang sangat diperlukan  
 
Wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom menjadikan daerah 
tersebut dapat memanfaatkan hak-hak yang dimilikinya, dan 
salah satu wewenang yang dimiliki daerah otonom adalah 
wewenang untuk menyusun suatu kebijaksanaan daerah dalam 
mengelola rumah tangganya dan mengatur kepentingan 
masyarakat. 
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Salah satu cara untuk mendekatkan pemerintah kepada 
masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan 
desentralisasi. Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, 
muncullah daerah-daerah otonom. Mula-mula otonom atau 
berotonomi berarti mempunyai peraturan sendiri atau 
mempunyai hak atau kekuasaan/kewenangan untuk membuat 
peraturan sendiri. Kemudian arti otonomi berkembang menjadi 
pemerintah sendiri. Dengan demikian daerah otonom adalah 
daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri 
2.1.1.2 Prinsip Otonomi Daerah 
Prinsip otonomi daerah yang dianut oleh UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah otonomi daerah yang 
luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan prinsip otonomi 
luas, nyata dan bertanggung jawab, maka memberikan 
kewenangan yang lebih banyak kepada daerah Kabupaten/Kota 
yang didasarkan atas asas desentralisasi. 
Kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab 
sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum UU No. 32 
Tahun 2004 adalah: 
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a. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan 
semua bidang kecuali kewenangan politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta 
kewenangan bidang lainnya, yang ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi daerah 
mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam 
penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, pengadilan dan evaluasi. 
b. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk 
menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu 
yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang 
di daerah. 
c. Otonomi yang bertanggung jawab adalah merupakan 
perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi 
pemberian hak dan berkembang di daerah. 
Daerah otonom memiliki kebebasan untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya (kepentingan sendiri) yang 
diperbolehkan oleh undang-undang tanpa campur tangan 
langsung dari pemerintah pusat, pemerintah pusat hanya 
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mengerahkan, mengawasi, dan mengendalikan agar 
penyelenggaraan otonominya tetap dalam koridor peraturan 
yang telah ditetapkan.Untuk itu, daerah-daerah otonom dengan 
otonomi yang besar, tidak semestinya dipandang sebagai suatu 
hal yang akan dapat mengganggu keutuhan negara sebagai 
negara kesatuan. Sebaliknya, kehadiran dan keberadaan daerah 
otonom tidak hanya semata-mata dilihat dari sudut efektifitas dan 
efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan 
pembangunan  
 
2.2 Tinjauan Desentralisasi Fiskal 
Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia 
dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks 
penggunaannya.Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi 
sebagai berbagi (sharing) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang 
kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-
masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang 
tertentu dalam lingkup territorial suatu negara. Sedangkan Mawhood (1987) 
dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan 
(devolution) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 
Sementara itu, Smith juga merumuskan definisi desentralisasi sebagai 
penyerahan kekuasaan dari tingkatan (organisasi) lebih atas ke tingkatan lebih 
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rendah, dalam suatu hierarki teritorial, yang dapat saja berlaku pada organisasi 
pemerintah dalam suatu negara, maupun pada organisasiorganisasi besar 
lainnya (organisasi non pemerintah) (Hidayat, 2005).  
Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 33 tahun 
2004, pengertian desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang 
pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Kuncoro,2009). Ini berarti desentralisasi merupakan pelimpahan 
kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi sesungguhnya merupakan 
alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang efektif dan partisipatif (Tanzi, 2002). Sebagai suatu alat, 
desentralisasi dapat digunakan pemerintah untuk mendekatkan diri dengan 
rakyatnya, baik untuk memenuhi tujuan demokratisasi atau demi mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, kebijakan desentralisasi 
dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999): 
1). Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar 
kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, 
termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. 
2). Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, 
tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan. 
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3). Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada 
daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima 
transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin 
maupun investasi.  
Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang 
lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya 
desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mardiasmo 
(2009) menjelaskan bahwa desentralisasi politik merupakan ujung tombak 
terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran 
pemerintahan. Sementara itu, desentralisasi administrasi merupakan 
instrumen untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan 
desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan 
desentralisasi politik dan administratif melalui pemberian kewenangan di 
bidang keuangan.  
Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan 
sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih 
tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau 
tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006). Dalam 
pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai 
money follows function mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan 
kewenangan kepada pemerintah daerah (expenditure assignment) akan 
diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal 
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penerimaan/pendanaan (revenue assignment). Dengan kata lain, penyerahan 
atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi 
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini 
berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan 
pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi 
tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang 
ada (Rahmawati,2008). Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme dana 
perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan 
guna menjalankan fungsi fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi. 
Berdasarkan prinsip money follows function Mahi (2002) menjelaskan 
bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya dapat 
menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan expenditure assignment dan 
revenue assignment. Pendekatan expenditure assignment menyatakan bahwa 
terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah, sehingga peran lokal public goods meningkat. Sedangkan 
dalam pendekatan revenue assignment dijelaskan peningkatan kemampuan 
keuangan melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam 
rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan. 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
2.3 Tinjauan Keuangan Daerah dan APBD 
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar 
dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran 
daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk 
provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan 
yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan 
kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin 
kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber 
kekayaan daerah (UU Keuangan Negara, 2002). Lingkup anggaran menjadi 
relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan 
dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi 
pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran 
sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan 
output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya 
merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 
dalam Fozzard 2001). 
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, ” Anggaran 
pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah.” Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan, 
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD 
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adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan 
dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran 
terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.” Unsur-unsur APBD menurut Halim 
(2004: 15-16) adalah sebagai berikut:  
1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 
menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan 
adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal 
pengeluaranpengeluaran yang akan dilaksanakan. 
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangan dalam bentuk angka. 
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun. 
  APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan 
Pemda, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran 
setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek 
daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dilain pihak menggambarkan 
perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi 
pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Sebelumnya, yaitu pada era orde 
lama, terdapat pula definisi APBD. APBD adalah rencana pekerjaan keuangan 
(financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan 
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legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) 
untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhanrumah tangga daerah sesuai 
dengan rancangan yang menjadi dasar (grondslag) penetapan anggaran, dan 
yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi. 
 
2.3 Tinjauan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
2.3.1 Pengertian pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan 
asas desentralisasi pada amanah pasal 1 undang-undang no 33 tahun 2004. 
Berdasarklan ketentuann perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang 
dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan 
Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui 
sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Pasal 1 butir 17 Undang-
undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Sesuai dengan ketentuan pasal 
6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan 
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Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumbersumber dana 
yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolahan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut 
diharapkan menjadi sumber pembiyaan penyelenggaraan dan pembangunan 
untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan 
daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi 
pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan 
meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan 
asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004). Dalam upaya 
memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah 
daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasionah 
rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan 
daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling 
terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk 
melancarkan roda pemerintahan daerah. Adanya hak, wewenang, dan 
kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 
 
 
27 
 
rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran 
pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan 
mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif 
khususnya Pendapatan asli daerah sendiri. 
 
2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-
Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu : 
1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : 
a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang 
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai 
badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan 
pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum 
yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bias 
dapat dipaksakan. 
b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi 
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 
memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau 
milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai 
sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung 
walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, 
tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan 
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yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu 
retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. 
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan 
daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana 
pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang 
disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai 
dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah 
adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan 
daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan 
memperkembangkan perekonomian daerah. 
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan 
yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, 
pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai 
sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan 
yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan 
untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan 
daerah disuatu bidang tertentu. 
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau peberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan; 
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3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari 
penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, 
pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah 
dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi 
umum, dan dana alokasi khusus; 
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari 
sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku. 
2.3.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. 
Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang 
No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut 
PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan 
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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2.5 Tinjauan Pemerintahan daerah 
Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan 
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah 
daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. pemerintah daerah juga 
mempunyai peranan penting. Hal ini dikarenakan, sistem pemerintah daerah 
mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri 
berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Definisi dalam arti luas dan sempit 
tentang pemerintah daerah di dalam UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 
adalah, pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD berdasarkan asas 
otonomi serta tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi yang 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud 
dalam UUD RI 45’. 
Maka otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi 
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai 
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berikut : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. 
Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah 
untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya 
sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. ( Hanif 
Nurcholis, 2007 : 30). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 Tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom 
sebagai berikut : “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.   
     Contoh daerah otonom (local self-government) adalah kabupaten dan kota. 
Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan 
digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua 
daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh ( Hanif Nurcholis, 2007 : 29). 
 
 
32 
 
dengan diberikannya “hak dan kekuasaan” perundangan dan pemerintahan 
kepada daerah otonom seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka daerah 
tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga daerahnya 
2.5.1 Fungsi Pemerintah Daerah 
 “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pemerintahan Daerah terdiri 
dari Pemerintahan Provinsi sampai dengan Pemerintahan desa yang mana 
memiliki hak otonomi daerah atas dasar perimbagan keungan dengan asas 
desentralisasi dan dekonsentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan 
wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah 
pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil 
pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah.; 
Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintahan manjadi empat bagian 
yaitu; 
1. Fungsi pelayanan (public service) 
2. Fungsi pembangunan (development) 
3. Fungsi pemberdayaan (empowering) 
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4. Fungsi pengaturan (regulation) 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan Urusan pemerintahan yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan 
pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah 
pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, 
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat maka perlu untuk meningkatkan masing-masing fungsi 
pemerintahan. Yang menjadi urusan pemerintahan dalam melaksanakan 
pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganan maka 
urusan dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai berikut 
1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria 
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan 
keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. 
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara 
Pemerintah dan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 
atau antar pemerintahan. Daerah yang saling terkait, tergantung, dan 
sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. 
3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan 
daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. 
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4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang 
berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara 
bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. 
Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan 
menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah 
selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok 
dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, 
pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang 
meciptakan kemakmuran. 
2.6 Tinjauan Pembangunan daerah 
pembangunan merupakan upaya secara sadar untuk mengelola dan 
memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk dapat meningkatkan mutu 
kehidupan masyarakat. dalam pada itu, sumber daya bukan tidak terbatas baik 
jumlah maupun kualitasnya, sedangkan kebutuhan dan pemanfaatan sumber 
daya tersebut makin meningkat akibat meningkatnya jumlah penduduk serta 
kebutuhannya. sejalan dengan itu, daya dukung lingkungan dapat menjadi 
semakin berkurang dan kualitas lingkungan hidup dapat terganggu oleh 
karenanya. dalam upaya pembangunan daerah akan dimanfaatkan aspek-
aspek yang secara ekonomi berpotensi untuk dikembangkan. secara harafiah, 
potensi ekonomi dalam kerangka pembangunan daerah dapat diartikan 
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sebagai kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan di bidang ekonomi yang 
dimiliki oleh suatu daerah untuk membangun daerah tersebut.   
proses pembangunan tidak terjadi begitu saja, tetapi harus diciptakan 
melalui intervensi pemerintah, melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong 
terciptanya proses pembangunan. dalam pelaksanaan pembangunan ada tiga 
pertanyaan dasar yang perlu dijawab, pertama, pembangunan perlu diletakkan 
pada arah perubahan struktur. kedua, pembangunan perlu diletakkan pada 
arah pemberdayaan masyarakat dan memberikan ruang dan kesempatan 
yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi secara aktif dalam 
pembangunan. dan ketiga, pembangunan perlu diletakkan pada arah 
koordinasi lintassektor mencakup program pembangunan antarsektor, 
pembangunan antardaerah, dan pembangunan khusus (sumodiningrat, 2001: 
13-14). selanjutnya blakely, (1994: 70-73) menyatakan peranan pemerintah 
dalam pembangunan daerah adalah :  
(a) Entrepreneur, yaitu pemerintah daerah bertanggungjawab untuk 
merangsang jalannya suatu usaha bisnis, (b) Koordinator, yaitu 
pemerintah daerah sebagai koordinator dalam penetapan suatu 
kebijakan atau strategi-strategi bagi pembangunan daerah, (c) 
Fasilitator, yaitu pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan 
melalui perbaikan lingkungan attitudional di daerahnya, (d) Stimulator, 
yaitu pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan 
pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan 
mempengaruhi investor baru agar masuk dan mempertahankan serta 
menumbuhkembangkan investor yang telah ada di daerahnya.  
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Kebijakan pembangunan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dapat berjalan 
ditandai dengan adanya perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. 
suatu perekonomian daerah dikatakan mengalami pertumbuhan atau 
perkembangan apabila, tingkat kegiatan ekonomi suatu masyarakat tersebut 
lebih tinggi dari kegiatan ekonomi yang dicapainya pada masa sebelumnya. 
Sehingga pembangunan daerah akan mengarah pada tujuan 
mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dan warga masyarakat, 
serta pertumbuhan pembangunan disuatu daerah akan mengacu pada 
peningkatan penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahtraan 
masyarakat daerah. 
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2 KERANGKA KONSEP 
Gambar 2.1 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Bagian ini menjelaskan design penelitian yang akan digunakan untuk 
menjawab ketertarikan si penulis dengan permasalahan-permasalahan yang 
diajukan dalam rumusan penelitian. Pembahasan ini menjelaskan rasionalisasi 
terhadap rancangan penelitian yang dipilih, dan perdebatannya untuk 
memahami secara proporsional metode yang digunakan. 
3.1 Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul penelitian ini “Analisis Kemampuan PAD Dalam    
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jeneponto”, maka penelitian ini 
akan dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Jeneponto, kecamatan 
Binamu kelurahan Empoang, Jln. Lanto Dg. Pasewang pada Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dan Dinas Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah .  
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian  
Jenis penelitian yang Akan digunakan adalah metode penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. 
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dapat 
menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai “Kemampuan PAD 
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto” 
Metode lainnya yang Akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi (observation), wawancara (interview), analisis dokumen (document 
analysist).  
3.3 Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini meliputi: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang Akan 
diteliti, dalam hal ini adalah informan. Dimana peneliti terlibat langsung 
dalam seluruh rangkaian kegiatan yang diteliti melalui observasi 
(observation). Untuk pengumpulan datanya digunakan instrumen penelitian, 
yaitu peneliti itu sendiri. Di mana peneliti menyusun pedoman wawancara 
untuk melakukan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap 
informannya. Sumber datanya pun dapat diperoleh dari: (1) Masyarakat (2) 
Pemerintah (3) Unsur lain yang benar-benar mengetahui, memahami, dan 
terlibat. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi 
tertentu. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini ada beberapa teknik yang Akan digunakan yaitu: 
1. Observasi (Observation), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan 
pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. 
2. Indepth Interview (wawancara mendalam). Yaitu merupakan percakapan 
dengan maksud tertentu dengan menggunakan pedoman wawancara 
(interview guide) yang telah disusun sebelumnya dan melakukan 
pendalaman pada masalah-masalah terkait. Jenis wawancara yang 
digunakan adalah wawancara terstruktur (Structured Interview) dan 
wawancara semi-struktur (Semi-Structured Interview) serta menyiapkan alat 
rekam. 
3. Dokumen (Document Analysis). Adalah metode studi literatur terkait 
mengenai fokus penelitian. Dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, 
artikel, jurnal, dan lain-lain. 
4. Filed Note atau catatan lapangan, merupakan suatu bentuk laporan yang 
ditulis oleh peneliti selama di lapangan, seperti coretan, curahan pikiran, 
maupun pengalaman selama meneliti di tempat tersebut. 
5. Penelusuran data online, yaitu data diperoleh dengan mengakses internet 
untuk mencari sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang 
dilaksanakan 
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3.5 Informan Penelitian  
Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih 
adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Adapun yang 
menjadi informan dalam penelitian ini adalah :  
1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah/sekertaris, sub pendapatan 
2. Kepala Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) 
3. Masyarakat  
3.6 Definisi operasional 
Definisi operasional dimaksudkan untuk menterjemahkan konsep dari 
masalah atau tujuan penelitian ke dalam bahasa yang sedemikian rupa dalam 
bentuk yang lebih kongkret, sehingga lebih mudah diteliti dan datanya dapat 
dikumpulkan 
Berdasarkan judul yang telah ditetapkan sebagai topik, maka 
penulis menyusun definisi operasional sebagai berikut 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang 
bersumber dari kekayaan yang dimiliki dan dikelolah sendiri 
oleh daerah dan dipungut melalui pajak daerah seperti pajak 
retribusi, distribusi dan lain-lain pendapatan yang sah. 
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2. Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kewenangan daerah yang menjadi urusan pemerintah 
dalam melaksanakan fungsi pembangunan dan 
pemberdayaan 
3. Pemerintah daerah kabupaten jeneponto merupakan institusi 
yang berwenang terdapat masyarakat dalam memberi 
pelayanan dan kesejahtraan 
4. Pembangunan daerah yang dimaksud adalah pembangunan 
infrastruktur fisik, seperti: 
a. jalan raya, kota, dan desa  
b. Sarana dan prasa jembatan dan irigasi air persawahan 
c. Ruang public seperti taman dan sarana olahraga 
d. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, 
transmisi dan distribusi, fasilitas pengolahan air (water 
treatment 
3.7 Analisis Data 
Analisis dan interpretasi data pada penelitian ini adalah analisis 
kualitatif ( Creswell, 2009 : 274-284) yang prosesnya berjalan sebagai 
berikut: 
1. Mempersiapkan data dari data field note, transkrip wawancara, 
transkrip hasil rekaman dan analisis dokumen. 
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2. Membaca keseluruhan data secara seksama, teliti, dan 
berulang-ulang. 
3. Coding Data (mengcoding data). Yaitu memberi kode-kode pada 
data dengan proses sebagai berikut: 
a. Baca transkrip hati-hati. 
b. Tulis makna dasar dari satu transkrip atau data yang 
dibaca. Buat semacam catatan kecil. 
c. Buat daftar topik dari catatan tersebut. Terdiri dari 
beberapa topik yang kemudian dikelompokkan. 
d. Kembali membaca dengan topik-topik tersebut. 
e. Buat hubungan dari topik-topik tersebut. Lalu 
kelompokkan topik yang memiliki kesamaan. 
4. Masukkan data pada setiap coding yang ada. 
5. Menganalisa semua hal dari topi-topik yang telah dikelompokkan 
kemudian membuat tema-tema dari topik-topik yang dipilih. Ini 
yang kemudian dijadikan sub-judul dalam Bab hasil penelitian. 
6. Pendekatan Naratif. Gambarkan keseluruhan data dan 
interpretasi peneliti dalam bentuk narasi. Dilengkapi dengan 
referensi kutipan dan konsep atau teori terkait dengan hasil 
penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam Bab IV peneliti memfokuskan pada penulisan hasil penelitian dan 
pembahasan. Bab ini membahas tentang beberapa permasalahan yang 
menjadi indikator tentang Analisis kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto.  
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat 
pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data 
yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya 
mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat 
memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi 
kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat dan kondisi 
pemerintahan daerah sebagai objek penelitian.  
Point ini menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum 
daerah Kabupaten Jeneponto dan gambaran umum pemerintah daerah dan 
gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Jeneponto. Gambaran umum Kabupaten Jeneponto mencakup keadaan 
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geografis, kependudukan serta visi misi Kabupaten Jeneponto. Sedangkan 
gambaran Pemerintahan daerah Kabupaten Jeneponto mencakup gambaraan 
pemerintah daerah dan Bappeda Kabupaten Jeneponto 
4.1.1. Keadaan Geografis 
4.1.1.1. Letak dan Batas Wilayah 
Secara geografis, Kabupaten Jeneponto berada pada posisi 
strategis, terletak di tengah-tengah dan menjadi jalur transportasi utama 
jazirah selatan Propinsi Sulawesi Selatan. Dilihat bentang alamnya 
secara makro, Kabupaten Jeneponto terdiri dari daerah dataran dan 
perbukitan yang terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di 
sebelah selatan. 
Bontosunggu, sebagai ibukota kabupaten berjarak sekitar 91 
km dari Kota Makassar. Terletak antara 5o16’13”–5o39’35” LS dan 
antara 12o40’19”– 12o7’31” BT. Secara administratif, Kabupaten 
Jeneponto berbatasan dengan: 
Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 
Sebelah Selatan : Laut Flores 
Sebelah Barat : Kabupaten Takalar 
Sebelah Timur : Kabupaten Bantaeng 
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Gambar 4.1 Peta wilayah Kabupaten Jeneponto 
 
4.1.1.2. Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan 
Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten di 
Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah mencapai 74.979 ha atau 
749,79 km2. Wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut secara 
administrative terbagi dalam 11 kecamatan yang meliputi 31 kelurahan 
dan 82 desa. 
Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto yaitu: 
1) Kecamatan Bangkala 
2) Kecamatan Bangkala Barat 
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3) Kecamatan Tamalatea 
4) Kecamatan Bontoramba 
5) Kecamatan Binamu 
6) Kecamatan Turatea 
7) Kecamatan Batang 
8) Kecamatan Arungkeke 
9) Kecamatan Rumbia 
10) Kecamatan Kelara 
11) Kecamatan Tarowang. 
4.1.1.3. Keadaan Iklim 
Kabupaten Jeneponto memiliki dua musim, yaitu musim hujan 
dan musim kemarau. Musim hujan terjadi antara Bulan November 
sampai Bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi antara Bulan Mei 
sampai dengan Bulan Oktober. Kabupaten Jeneponto beriklim tropis 
dengan type iklim D3, E4 dan C2. Dengan rincian sebagai berikut: (1) 
Tipe iklim D3 dan E4 meliputi seluruh wilayah kecamatan, kecuali 
wilayah kecamatan Kelara bagian utara. Tipe iklim ini mempunyai bulan 
kering secara keseluruhan 5-6 bulan sedang bulan basah berkisar 1-3 
bulan. (2) Tipe iklim C2, yaitu tipe iklim yang memiliki bulan basah 5-6 
bulan dan bulan lembab 2-4 bulan. Tipe iklim ini dijumpai dengan 
ketingggian 700-1727 meter dpl yaitu pada wilayah Kecamatan Kelara 
dan Rumbia. Jumlah rata – rata curah hujan pertahun di Kabupaten 
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Jeneponto selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 1.535 mm dengan 
rata – rata hari hujan 92 hari. Curah hujan tertinggi jatuh pada bulan 
Januari dan Februari sedang curah hujan terendah yakni pada bulan 
Juli, Agustus, dan September. 
4.1.1.4. Keadaan Topografi 
Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada 
umunya memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi ini terlihat pada 
bagian utara yang terdiri dari dari dataran tinggi dan bukit yang 
membentang dari barat ke timur dengan ketinggian antara 500-1400 m 
dpl. Pada bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah 
dengan ketinggian 0-150 m dpl. Berdasarkan kemiringan, maka luas 
lahan(sawah) dilihat dari kemiringannya, maka luas lahan dapat dibagi 
atas: a)Kemiringan 0-2 º seluas 30.817 Ha (14,10 %), b) Kemiringan 3-
15 º seluas19.739 Ha (26,32 %), c) Kemiringan 16-40 º seluas 14.178 
Ha (18,92 %), d) Kemiringan > 40 º seluas 10.245 Ha (13,86 %). Wilayah 
dataran tinggi pada bagian utara merupakan potensi untuk 
pengembangan tanaman hortikultura, sedangkan wilayah dataran 
rendah pada bagian selatan merupakan potensi pengembangan 
ekosistem pantai serta sumberdaya alam kelautan dan perikanan, serta 
wilayah dengan ketinggian sedang pada bagian tengah merupakan 
potensi untuk pengembangan perkebunan dan tanaman jangka 
menengah/pendek. 
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4.1.1.5 Kependudukan 
Berdasarkan data penduduk badan pusat statistik Kabupaten 
Jeneponto pada tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto 
sementara adalah 392.026 ribu Jiwa, yang terdiri atas 192.384 ribu jiwa 
laki-laki dan 198.642 ribu jiwa perempuan. Dari hasil tersebut tampak 
bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Jeneponto bertumpu 
diKecamatan Tamalatea dengan jumlah 64.953 ribu jiwa disusul oleh 
Kecamatan Bangkala dengan jumlah 61.524 ribu jiwa. Jumlah 
penduduk Kabupaten Jeneponto lebih lanjut berdasarkan penjelasan 
diatas dapat kita lihat pada tebel berikut: 
Tabel 4.1 
Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto, menurut jenis kelamin 
Kecamtan Laki-Laki Perempuan 
BANGKALA 30.455 31.069 
BANGKALA BARAT 25.337 
25.592 
TAMALATEA 32.102 
32.851 
BONTORAMBA 10.872 
11.424 
BINAMU 12.492 
12.889 
TURATEA 14.512 
14.862 
BATANG 19.071 
19.565 
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ARUNGKEKE 16.690 
17.844 
TAROWANG 9.107 
9.440 
KELARA 10.487 
10.680 
RUMBIA 12.259 
12.426 
Jumlah 193.384 
198.642 
Sumber: Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2013 
4.1.1.6 Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto 
4.1.1.6.1 Visi 
memperhatikan kondisi Kabupaten Jeneponto saat ini, maka 
tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan 
memperhatikan potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah ini serta 
isu-isu politik pemerintahan saat ini yang turut mempengaruhi dinamika 
pembangunan di kabupaten Jeneponto serta grand desain 
Pembangunan Kabupaten Jeneponto yang tertuang di RPJP 2006 – 
2026, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Periode 
2013 – 2018 adalah : 
“MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN 
PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT 
JENEPONTO YANG SEJAHTERA”. 
Dari Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a) Adanya suatu niat dan tekad yang bulat yang berlandaskan pada hati 
nurani untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan melalui 10 
(sepuluh) unsur good governance yaitu : 
1) Penegakan hukum 
2) Transparansi 
3) Partisipasi masyarakat 
4) Daya tanggap dan kepedulian 
5) Konsensus 
6) Membangun kesetaraan semua warga masyarakat 
7) Efektifitas dan efisienasi 
8) Akuntabilitas 
9) Memiliki visi strategis 
10) Profesionalisme 
b) Penguatan daya saing daerah memberikan makna terwujudnya 
pengelolaan pembangunan yang efektif, efisien, professional dan 
berwawasan lingkungan dengan mengembangkan segenap potensi 
daerah secara kreatif. 
c) Masyarakat yang Sejahtera adalah suatu kondisi terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan membaiknya indikator 
pembangunan Sumber Daya Manusia antara lain ; 
pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat 
pengangguran serta semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang 
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layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya 
kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, 
kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. 
 
 
4.1.1.6.2 Misi 
Untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Pemerintah 
daerah Kabupaten Jeneponto periode 2013 – 2018 sebagai berikut : 
1. Mewujudkan Tata cara Pemerintahan yang Baik melalui 
penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsipprinsip 
good governance. 
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; 
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 
dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada 
pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian 
lingkungan yang bertumpu pada Potensi Lokal. 
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, 
produktif, transparan, dan akuntabel. 
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama; 
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di 
setiap desa/kelurahan yang lebih merujuk pada prinsip 
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pengembangan tata ruang dan lingkungan pemukiman yang 
berkelanjutan. 
4.1.1.7. Profil Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto 
Pemerintahan daerah menurut Undang-undang nomor 32 tahun 
2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 Kondisi pemerintahan di Kabupaten Jeneponto dipenuhi oleh 
proses dinamika dimana pada tahun 2013 telah melaksanakan 
pemilihan kepala daerah pada tanggal 18 september 2013, pada 
pemilihan ini terpilih adalah pasangan Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si, 
sebagai Bupati Jeneponto dan H. Mulyadi Mustamu, S.H sebagai Wakil 
Bupati Jeneponto Periode 2013-2018. 
4.1.1.7.1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto 
Adapun susunan struktur pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto 
terdiri atas: 
a. Bapak Drs. H. Iksan Iskandar selaku Bupati Jeneponto 
b. Bapak H. Mulyadi Mustamu selaku Wakil bupati Jeneponto 
c. Bapak Muh. Syarif, S.H, M.H selaku Plt. Sekda Jeneponto 
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Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 
a. Sekretaris Daerah 
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas: 
1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri atas: 
a) Sub Bagian Pengawasan, Tugas Pembantuan dan 
Pemerintahan Desa. 
b) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan    
Masyarakat 
c) Sub Bagian Kerjasama, Kependudukan dan Agraria 
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri atas: 
a) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan 
b) Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan 
dan KB 
c) Sub Bagian Keagamaan 
3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan terdiri atas: 
a) Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik 
b) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga 
c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat 
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas: 
a) Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan 
b) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan 
c) Sub Bagian Santel dan PDE. 
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c. Asisten Ekonomi Pembangunan terdiri atas: 
1. Bagian Aministrasi Pembangunan terdiri atas: 
a) Sub bagian perencanaan Litbang dan statistik. 
b) Sub Bagian Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata. 
c) Sub Bagian Pekerjaan Umum. 
2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri atas: 
a) Sub Bagian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
b) Sub Bagian Peternakan dan Perikanan 
c) Sub Bagian Kehutananan dan Perkebunan 
3. Bagian Administrasi Perekonomian terdiri atas: 
a) Sub Bagian Koperasi dan UKM 
b) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan 
c) Sub Bagian Penanaman Modal dan BUMD 
4. Bagian Administrasi Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup 
terdiri atas: 
a) Sub Bagian Pertambangan 
b) Sub Bagian Energi 
c) Sub Bagian Lingkungan Hidup 
d. Asisten Administrasi Umum terdiri atas: 
1.Bagian Umum terdiri atas: 
a) Sub Bagian Tata Usaha 
b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
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c) Sub Bagian Penghubung Pemerintah Kabupaten 
2.Bagian Keuangan terdiri atas: 
a) Sub Bagian Data dan Analisa Keuangan 
b) Sub Bagian Pelaporan Keuangan 
c) Sub Bagian Perencanaan Keuangan 
3.Bagian Hukum dan Perundang – undangan terdiri atas: 
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan 
Dokumentasi Hukum 
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM 
c) Sub Bagian Tindak Lanjut . 
4.Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri atas: 
a) Sub. Bagian Kelembagaan 
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan 
c) Sub. Bagian SDM Aparatur. 
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.Staf ahli terdiri dari paling banyak 5 
(lima) staf ahli. Pembidangan, tugas pokok dan fungsi staf ahli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  
Uraian Tugas dan fungsi masing – masing Jabatan Struktural pada 
Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dinas Daerah adalah 
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Dinas Daerah dipimpin oleh 
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seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah.Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
yang terdiri dari: 
a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
b. Dinas Kesehatan 
c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 
d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
g. Dinas Pekerjaan Umum 
h. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan 
i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
j. Dinas Pertanian 
k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
l. Dinas Kelautan dan Perikanan 
m.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
n. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi. 
Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati . 
Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala 
Badan, yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh inspektur, yang berbentuk 
kantor dipimpin oleh kepala kantor, yang berbentuk satuan dipimpin oleh 
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kepala satuan, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. Dengan 
Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah yang terdiri dari : 
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
b. Inspektorat Kabupaten 
c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 
d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 
h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 
i. Kantor Lingkungan Hidup 
j. Kantor Pelayanan Terpadu 
k. Kantor Penanaman Modal 
l. Satuan Polisi Pamong Praja 
m.Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang 
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4.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah 
Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kepada daerah 
kewenangan yang nyata, luas dan bertanggungjawab. Untuk itu maka 
pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber daya 
setempat.  
Dalam mengantisipasi hal tersebut peran, tugas pokok dan fungsi 
Bappeda sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten 
Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto. Dalam melaksanakan 
tugas pokok dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jeneponto diatur dalam peraturan bupati Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Uraian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan Dinas 
pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Jeneponto. 
Kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan 
unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang 
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berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
 
4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Jeneponto 
4.2.1.1 VISI 
Visi merupakan gambaran abstrak dan merupakan pandangan jauh 
kedepan yang memuat tujuan atau cita cita yang di ingin di capai dimasa yang 
akan datang. Dengan memperhitungkan potensi yang di miliki serta 
kemungkinan akan terwujudnya tujuan yang dicita-citakan. Melalui Visi 
Kabupaten Jeneponto, di harapkan agar supaya kepemerintahan di Kabupaten 
Jeneponto menjadi lebih baik dan berdaya saing melalui pengelolaan tata 
kepemerintahan yang baik dan benar sehingga tujan yang di harapkan dapat 
tercapai secara optimal dengan mewujudkan Masyarakat Jeneponto yang 
Sejahtera. 
Dalam proses pelaksanaan pembangunan sejahtera dimaksudkan agar 
supaya masyarakat Jeneponto menjadi sejahtera dari aspek Ekonomi,Sosial 
Budaya maupun dari aspek politik dengan memenuhi hakhak dasar 
masyarakat seperti hak akan kesempatan memperoleh 
Pendidikan,Kesehatan, Keamanan, dan ketertiban yang di tandai dengan 
meningkatanya usia harapan hidup. Sebagai upaya melaksanakan tugas 
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pokok dan fungsi DPPKAD menuju tercapainya Visi Daerah Kabupaten 
Jeneponto maka DPPKAD menetapkan Visi sebagai berikut :  
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DAN MEWUJUDKAN TATA 
KELOLA KEUANGAN DAN ASET YANG AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN 
4.2.1.2 MISI 
Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran serta apa yang ingin 
dicapai oleh sebuah organisasi, demikian pula Dinas Pendapata Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto telah menetapkan misi 
yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah di tetapkan Dimana 
didalamnya telah di muat hal hal yang harus dilaksanakan demi untuk 
mewujudkan apa yang telah di cita –citakan. Misi yang tetapkan merupakan 
suatu hal yang sangat penting demi untuk mengarahkan segala rencana kerja 
ataupun kegiatan yang telah di rencanakan agar supaya dapat mencapai 
sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal. Dinas Pendapata 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto telah 
menjabarkannya kedalam misi yang akan di laksanakan yang muat langkah, 
sasaran serta tujuan yang ingin di capai . Adapun Misi DPPKAD Kabupaten 
Jeneponto antara lain sebagai berikut : 
1. DPPKAD Kabupaten Jeneponto adalah merupakan institusi yang 
merumuskan dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah 
yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tertuang di 
dalam Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati.  
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2. Pembina administrasi pengelolaan keuangan daerah yang strategis 
diartikan bahwa DPPKAD Kabupaten Jeneponto menjalankan fungsi 
PPKD, pembinaan administratif pengeloaan kauangan daerah yang 
didasrakan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang sangat 
menetukan kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 
3. Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Jeneponto adalah sebagai unsur 
pelaksana teknis operasional, yang mendukung dan mempercepat 
akeslerasi pembangunan sebagaimana Visi dan Misi Bupati terpilih yang 
telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) tahun 2014-2018. 
 
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto 
Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah 
merupakan unsur terpenting bagi daerah otonom dibidang pendapatan 
keuangan pengelolaan sumber kekayaan   daerah kabupaten jeneponto 
yang dipimpin lansung oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas 
pokok membantu Bupati Jeneponto dalam memimpin, mengkoordinasikan 
dan mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan daerah 
dalam bidang pendapatan serta merumuskan kebijakan dibidang 
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keuangan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya, mengkoordinasikan 
kegiatan pengelolaan keuangan daerah seperti penganggaran, 
pelaksanaan, pelaporan, aset Daerah dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan 
tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, aset dan 
tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk itu dalam menyelenggarakan 
tugasnya, telah diatur tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang  
tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan dinas pendapatan  pengelolaan  
keuangan dan aset daerah  kabupaten Jeneponto: 
DPPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan 
dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, DPPKAD mempunyai 
fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan dan 
pengelolaan keuangan dan aset daerah; 
b. penyusunan rencana dan program kerja dinas; 
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c. perumusan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang 
pendapatan dan     pengelolaan keuangan dan aset daerah; 
d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang 
kesekretariatan;  pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan; 
pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB);   anggaran; perbendaharaan; akuntansi dan aset. 
e.  pengelolaan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan; 
f. pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB); 
g. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan 
keuangan daerah; 
h. pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi keuangan 
daerah; 
i. pengelolaan aset daerah; 
j.  pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan dan kearsipan; 
k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain; 
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 
m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas 
4.2.3 Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam 
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan 
Rincian Tugas Jabatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Jeneponto, maka susunan dan Struktur Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: 
 
1. Kepala Dinas  
2. Sekretaris  
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian Program 
c. Sub Bagian Keuangan 
3. Bidang Pendapatan Daerah 
a. Seksi Pajak 
b. Seksi Retribusi 
c. Seksi Pendapatan Lain – lain dan Dana Perimbangan 
4. Bidang Anggaran 
a. Seksi Penyusunan APBD 
b. Seksi Otorisasi DPA – SKPD 
c. Seksi Perbendaharaan 
5. Bidang Akuntansi 
a. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 
b. Seksi Akuntansi Aset 
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c. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan 
6. Bidang Aset Daerah  
a. Seksi Perencanaan  Kebutuhan 
b. Seksi Analisa Aset 
c. Seksi Penghapusan Aset 
7. Kelompok Jabatan Fungsional  
 
 
67 
 
Gambar 4.2 
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4.2.4 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 
2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis 
Daerah Kabupaten Jeneponto serta kedudukan DPPKAD diatur dengan 
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan 
Rincian Tugas Jabatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah, yang menetapkan rincian tugas jabatan struktural Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. 
4.2.4.1 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati Jeneponto 
dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas 
penyelenggaraan kewenangan daerah  dalam bidang pendapatan serta 
merumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah dan penilaian atas 
pelaksanaannya, mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan daerah 
seperti penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, aset Daerah dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah 
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4.2.4.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPPKAD Kabupaten 
Jeneponto 
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok  
melaksanakan, mengelolah  administrasi yang berhubungan  dengan 
perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta 
pelaporan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud sekretaris 
mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, 
administrasi keuangan, program dan urusan rumah tangga;  
b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi administrasi umum dan 
kepegawaian, administrasi keuangan, program;  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan  
kegiatan Sub bagian;  
d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program kegiatan; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
4.2.4.3 Uraian  Sub Bagian  Umum dan Kepegawaian DPPKAD Kabupaten 
Jeneponto 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian, mempunyai tugas pokok  melaksanakan pengelolaan administrasi 
umum dan kepegawaian Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset 
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Daerah  yang meliputi  urusan surat-menyurat, administrasi kepegawaian, 
kearsipan, administrasi perjalanan dinas, urusan rumah tangga dan 
perlengkapan dinas; 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud Kepala sub bagian 
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Umum dan 
Kepegawaian;  
b. Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian Umum 
dan Kepegawaian; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian Umum dan 
Kepegawaian;  
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi  program kegiatan sub bagian 
Umum dan Kepegawaian; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.  
4.2.4.4. Uraian Sub Bagian Program DPPKAD Kab.Jeneponto 
 Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, 
mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan penyusunan program, 
perencanaan dan pengendalian, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di Sub 
Bagian Program; 
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 Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud Kepala sub 
bagian Bagian Program mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Program;  
b. Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian 
Program; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian Program;  
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi  program kegiatan sub bagian 
Program; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.  
4.2.4.5 Uraian Sub Bagian Keuangan DPPKAD Kab.Jeneponto 
Sub Bagian Keuangan dipimpin  oleh seorang Kepala Sub Bagian  
mempunyai tugas pokok  mengelola administrasi keuangan meliputi 
penyusunan anggaran, pemamfaatan anggaran, penggunaan, 
pertanggungjawaban dan laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah; 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud, Kepala sub bagian 
Keuangan mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Keuangan;  
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b. Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian 
Keuangan; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian Keuangan;  
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam 
lingkup sub  bagian Keuangan; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.              
4.2.4.6 Uraian Tugas dan Fugsi Bidang Pendapatan DPPKAD 
Kab.Jeneponto. 
  Bidang Pendapatan dipimpin  oleh seorang Kepala Bidang  mempunyai 
tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas 
penyelenggaraan keuangan daerah di bidang perpajakan, retribusi dan 
pendapatan lain – lain serta dana perimbangan pada Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang 
Pendapatan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pendapatan; 
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pendapatan;  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Pendapatan;  
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d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program kegiatan bidang 
Pendapatan; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.  
 
  
4.2.4.7 Uraian sub Bagian Seksi Pajak DPPKAD Kab.Jeneponto 
Seksi Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
pokok melakukan perumusan kebijakan dan pembinaan, mengkoordinasikan 
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pajak yang meliputi 
pendaftaran wajib pajak, penetapan wajib pajak serta penagihan pajak; 
Dalam menyelenggarakan  tugas Kepala seksi Pajak mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pajak;  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pajak; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan dalam lingkup seksi Pajak; 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pejabat non 
struktural dalam lingkup seksi Pajak; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
4.2.4.8 Sub Bagian Seksi  Retribusi DPPKAD Kab. Jeneponto 
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Seksi Retribusi  dipimpin  oleh seorang Kepala Seksi  mempunyai 
tugas pokok  melakukan  perumusan kebijakan dan  pembinaan, 
mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan  
Seksi Retribusi  meliputi pendataan, perhitungan serta penagihan retribusi; 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana Kepala seksi Retribusi 
mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Retribusi;  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Retribusi; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan dalam lingkup seksi Retribusi; 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Retribusi; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
4.2.4.9 Seksi Pendapatan Lain – Lain dan Dana  Perimbangan DPPKAD 
Kab.Jeneponto 
Seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan dipimpin  oleh 
seorang Kepala Seksi   mempunyai tugas pokok mengolah data bagi hasil dan 
penerimaan lain-lain baik yang berupa dari pajak maupun non pajak  meliputi 
perencanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan laporan; 
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Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan mempunyai fungsi 
: 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana 
Perimbangan;  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pendapatan Lain-lain dan 
Dana Perimbangan; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan dalam lingkup seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana 
Perimbangan; 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Pendapatan 
Lain-lain dan Dana Perimbangan; 
e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam 
lingkup seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan. 
4.2.4.10 Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Anggaran DPPKAD Kab.   
Jeneponto 
Bidang Anggaran dipimpin  oleh seorang Kepala Bidang mempunyai 
tugas pokok menyampaikan arah dan kebijakan umum, prioritas dan plafon 
anggaran kepada setiap satuan kerja,  mengkoordinasikan penyusunan 
anggaran satuan kerja dan pembahasannya oleh Tim Anggaran Eksekutif, 
mempersiapkan RAPBD dan melakukan revisi RAPBD sesuai persetujuan 
DPRD serta menyusun anggaran satuan kerja. 
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Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang 
Anggaran mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Anggaran; 
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Anggaran;  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Anggaran;  
d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program kegiatan Anggaran; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.  
4.2.4.11 Uraian Seksi Penyusunan APBD DPPKAD Kab.Jeneponto 
Seksi Penyusunan APBD dipimpin  oleh seorang Kepala Seksi 
Penyusunan APBD mempunyai tugas pokok menyusun APBD; 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana, Kepala seksi Penyusunan 
APBD mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Penyusunan APBD;  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Penyusunan APBD; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan dalam lingkup seksi Penyusunan APBD; 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Penyusunan 
APBD; 
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
4.2.4.12 Uraian Seksi Otorisasi DPA SKPD DPPKAD Kab.Jeneponto 
Seksi Otorisasi DPA SKPD dipimpin  oleh seorang Kepala Seksi 
Otorisasi DPA SKPD mempunyai tugas pokok  menyusun dan mengverifikasi 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana Kepala seksi Otorisasi 
DPA SKPD mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Otorisasi DPA SKPD;  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Otorisasi DPA SKPD;  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan dalam lingkup seksi Otorisasi DPA SKPD; 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Otorisasi DPA 
SKPD; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsi. 
4.2.4.13 Uraian Seksi Perbendaharaan DPPKAD Kab.Jeneponto 
Seksi Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menerbitkan Surat Perintah 
Membayar (SPM), pemeriksaan Surat Permintaan Pencairan (SPP), dan 
pembinaan administrasi pemegang kas (bendahara); 
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Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud Kepala seksi 
Perbendaharaan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Perbendaharaan;  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Perbendaharaan; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan dalam lingkup seksi Perbendaharaan; 
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam 
lingkup seksi Perbendaharaan; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
4.2.4.14 Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Akuntansi DPPKAD 
Kab.Jeneponto 
Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Akuntansi 
mempunyai tugas pokok  menyelenggarakan urusan adminstrasi akuntansi 
penerimaan dan pengeluaran kas, akuntansi aset dan penyusunan laporan 
keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto; 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Akutansi mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Akuntansi; 
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Akuntansi;  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Akuntansi;  
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d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program kegiatan Akuntansi; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
4.2.4.15 Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas DPPKAD 
Kab.Jeneponto 
Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dipimpin oleh 
seorang Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas mempunyai tugas 
pokok  menyelenggarakan urusan administrasi  penyusunan akuntansi 
penerimaan dan pengeluaran kas; 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud Kepala seksi 
mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Akuntansi Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas;  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Akuntansi Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan dalam lingkup seksi Akuntansi Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas; 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Seksi Akuntansi 
Penerimaan dan Pengeluaran Kas; 
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
4.2.4.16 Uraian Seksi  Akuntansi Aset DPPKAD Kab.Jeneponto 
Seksi  Akuntansi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi  Akuntansi Aset 
mempunyai tugas pokok  menyelenggarakan urusan adminstrasi perhitungan 
akuntansi aset; 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi  Akuntansi Aset mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Akuntansi Aset; 
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Seksi Akuntansi Aset;  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Akuntansi Aset;  
d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program kegiatan Seksi  
Akuntansi Aset; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.  
4.2.4.17 Uraian Seksi  Penyusunan Laporan Keuangan DPPKAD Kab. 
Jeneponto 
            Seksi  Penyusunan Laporan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan urusan akuntansi penyusunan laporan keuangan 
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Pemerintah Kabupaten Jeneponto Dalam menyelenggarakan  tugas 
sebagaimana dimaksud Kepala Seksi  Penyusunan Laporan Keuangan 
mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Penyusunan Laporan Keuangan; 
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Seksi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Penyusunan Laporan 
Keuangan 
d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program kegiatan Seksi 
Penyusunan Laporan Keuangan; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.  
4.2.4.18 Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Aset DPPKAD Kab.Jeneponto 
Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aset mempunyai 
tugas pokok  menyelenggarakan urusan adminstrasi perencanaan, kebutuhan 
barang, pemeliharaan, pelaporan, analisa dan penghapusan aset milik 
Pemerintah Kabupaten Jeneponto; 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud Kepala  Bidang 
Aset mempunyai fungsi ; 
a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Aset; 
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b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Aset; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang  Aset; 
d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program kegiatan Bidang 
Aset; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.  
4.2.4.19 Uraian Seksi Perencanaan Kebutuhan DPPKAD Kab.Jeneponto 
Seksi Perencanaan Kebutuhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas pokok  menyelenggarakan urusan 
adminstrasi perencanaan, kebutuhan barang terhadap Aset Daerah; 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi 
Perencanaan Kebutuhan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program dan kegiatan teknis Seksi Perencanaan 
Kebutuhan; 
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Perencanaan Kebutuhan; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi Perencanaan 
Kebutuhan; 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural 
dalam lingkup kegiatan Seksi Perencanaan Kebutuhan; 
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
4.2.4.20 Uraian Seksi Analisa Aset DPPKAD Kab.Jeneponto 
Seksi Analisa Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Analisa Aset 
mempunyai tugas pokok  menyelenggarakan urusan adminstrasi dan 
pengadaan penilaian aset daerah; 
 Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi 
Analisa Aset mempunyai fungsi  
a. Penyusunan program dan kegiatan teknis Seksi Analisa Aset; 
b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Analisa Aset; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi Analisa Aset; 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural 
dalam lingkup kegiatan Seksi Analisa Aset; 
4.2.4.21 Uraian Seksi  Penghapusan Aset DPPKAD Kab.Jeneponto 
Seksi Penghapusan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
Penghapusan Aset mempunyai tugas pokok  menyelenggarakan urusan 
adminstrasi dan mengadakan  penilaian Aset daerah; 
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi 
Penghapusan Aset mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program dan kegiatan teknis Seksi Penghapusan Aset; 
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b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Analisa Aset; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi Penghapusan 
Aset; 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural 
dalam lingkup kegiatan Seksi Penghapusan Aset; 
4.2.4.22 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional 
DPPKAD Kab.Jeneponto 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok  melaksanakan 
sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
Kelompok Jabatan Fungsional  dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga 
dalam jengjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan bidang keahliannya; 
1.  Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior yang ditunjuk oleh Bupati; 
2.  Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan 
dan beban kerja; 
3.  Jenis jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja. 
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4.3 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto  
Peranan Pendapatan Asli daeerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah dan dipungut 
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah 
dalam  mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber 
pedapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh 
aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas  pemerintah dan 
pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. 
Oleh karena itu perlu diberi sumber-sumber keuangan yang telah ditentukan 
disamping kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri 
sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing menurut peraturan 
yang berlaku. 
Tujuan pokok pendapatan asli daerah adalah: 
1. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah serta dapat 
mensejahtrakan masyarakat 
2. Memberikan landasan yang kuat bagi kelanjutan pembangunan 
tahap berikutnya 
 
 
 
87 
 
Sementara itu sasaran dari Pendapatan asli daerah adalah: 
1. Meningkatkan dan memperluas lapangan pembangunan oleh 
pemerintah daerah. 
2. Meningkatkan tersedianya sandan, papa, dan pangan bagi 
masyarakat dengan mutu yang lebih baik serta dapat terjangkau 
bagi seluruh lapisan masyarakat 
3. Mendorong dan menyempurnakan pembangunan dan memberikan 
kesempatan kerja bagi masyarakat seluas-luasnya. 
4.3.1 Perencanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten jeneponto 
Untuk menuju otonomi daerah di Kabupaten Jeneponto, maka 
pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, 
agar tercapai keseimbangan antara  pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan 
pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan 
bertanggungjawab. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan 
yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pelaksanaan 
pemerintah di daerah. kebijakan keuangan daerah berhubungan erat dengan 
kebijakan keuangan negara. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat 
keuangan, tetapi  juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat 
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dilihat dari tiga segi, yaitu  penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
berkenaan dengan hubungan itulah, maka diperlukan perencanaan.  
Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan secara 
matang dan baik. Pendapatan Asli Daerah yang baik akan diketahui dengan 
ciri antara lain mempermudah tercapainya tujuan, tidak lepas dalam konteks 
pemikiran pelaksanaan, adanya perhitungan resiko, luwes dan praktis Sujamto 
(1990:20) menyatakan, bahwa 
 “Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan 
nasional yang bersumber dari daerah yang pengelolaannya dilakukan 
oleh  pemerintah itu sendiri”. 
 
Sutrisno (1985:45)  
menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah ialah kemampuan 
daerah  dalam menggali berbagai sumber pendapatan, baik yang 
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah maupun dari sumber-
sumber pendapatan lainnya”. 
 
 
Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap 
pendapatan masyarakat, untuk itu  perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah 
daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam  pengelolaan sumber-
sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat  jelas 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus 
menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina 
masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan  berbagai bidang usaha, 
untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah. Berdasarkan 
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pandangan tersebut, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah 
merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan dan  pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti 
terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah 
dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pasal 6 Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menentukan bahwa, pendapatan 
hasil pajak daerah terdiri dari:  
1. Hasil pajak daerah  
2. Hasil retribusi daerah 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 
perencanaan yang lebih dipertanggungjawabkan, menurut Rasyak selaku 
Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Jeneponto saat di temui di kantornya 
mengatakan bahwa. 
Dalam merencanakan penerimaan PAD perlu untuk 
mempertimbangkan Keadaan sosial ekonomi dan tingkat 
kesadaran masyarakat selaku wajib bayar kemudian juga 
memperhatikan Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter. 
(wawancara pada tangga 16 juli 2016) 
 
 
Dari wawancara diatas menekankan bahwa perlunya untuk 
mempertimbangkan beberapa hal dalam membuat perencanaan PAD agar  
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dapat memaksimalkan penerimaan dalam menjaring PAD dan dapat 
menyesuaikan dengan kebijakan nasional ekonomi serta memperhatika 
keadaan sosial dan tingkat kesadaran masyarakat di daerah agar masyarakat 
sadar akan pentingnya wajib pajak. Dari wawancara diatas juga diperkuat  oleh 
Syamsuddin Kepala Staf Pajak DPPKAD Jeneponto saat di temui di 
ruangannya menambahkan bahwa 
Dalam perencanaan perlu memperhitungkan berbagai faktor. 
Faktor-faktor tersebut adalah Realisasi penerimaan pendapatan 
dari tahun anggaran  yang lalu dan  Kemungkinan pencarian 
tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat 
ditagih serta Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif 
dan penyempurnaan sistem  pungutan yang dapat 
mempengaruhi pendapatan. (wawancara pada tanggal 18 juli 
2016) 
 
Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa anggaran pendapatan asli 
daerah tahun lalu menjadi faktor penting dalam membuat perencanaan agar 
dapat memperhitungkan pendapatan yang akan terjaring berdasarkan hasil 
evaluasi dengan menyempurnakan sistem pungutan yang akan dilaksanakan 
agar dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan yang akan dilaksanakan. 
Keuangan daerah merupakan salah satu dasar kriteria untuk 
mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah 
tangga sendiri, Maka pendapatan asli daerah PAD menjadi sumber 
keuangan paling utama selain jenis penerimaan daerah lainnya. isyarat 
bahwa  pendapatan asli daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar 
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pada pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan 
tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam mewujudkan dan 
menyelenggarakan pemerintahan. PAD merupakan sumber penerimaan 
dan pendapatan murni bagi daerah. 
Dalam  rangka pembiayaan pemerintah daerah maka yang menjadi 
perhatian adalah seberapa besar pendapatan yang diterima oleh daerah. 
Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan  
penerimaan daerah menjadi unsur terpenting bagi pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terekam saat wawancara dengan 
Aidil Akbar selaku Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menurutnya: 
Pad menjadi salah pilar terselenggaranya pembangunan. 
Khususnya di Jeneponto, pad merupakan tumpuan 
pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan. Atas 
dasar itu, pemerintah daerah sangat menggenjot 
penerimaan daerah yang bersumber dari potensi daerah, 
baik dari penerimaan pajak maupaun penerimaan lain. 
(wawancara pada tanggal 18 juli 2016) 
Dari hasil wawancara jelas adanya penekanan terhadap 
penerimaan pad. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendapatan 
kabupaten jekneponto berusaha menggali dan mengembangkan potensi 
penerimaan daerah khususnya untuk meningkatkan penerimaan PAD 
melalui dinas pengeloaan, yang kemudian diatur Berdasarkan peraturan 
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daerah no 17 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan 
daerah, maka DPPKAD memiliki peran penting bagi daerah dalam 
mengelola, menggali, menerima keuangan terhadap kebutuhan daerah.  
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga 
Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
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Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten jeneponto 
terdiri atas beberapa jenis pendapatan, dianataranya adalah: 
Tabel 4.2 
Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto 
 
NO Jenis Pendapatan Jenis Pajak 
 
1 
 
Hasil Pajak Daerah 
a. 1. Pajak Hotel 
b. 2. Pajak Restoran 
c. 3. Pajak Hiburan 
d. 4. Pajak Reklame 
e. 5. Pajak Penerangan Jalan 
f. 6. Pajak pengambilan bahan     
galian golongan C 
g. 7. Pajak Bumi dan Bangunan 
 
2 
 
 
Hasil Retribusi 
Daerah 
 
a. 1. Retribusi Jasa Umum 
b. 2. Retribusi Jasa Usaha 
3 
 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 
 
a. 1. Bagian Laba atas penyertaan 
Modal pada Perusahaan milik 
pemerintah/BUMN 
b. 2. Bagian Laba atas penyertaan 
Modal pada Perusahaan Milik 
Swasta 
4 
 
Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang Sah 
 
a. 1.Hasil Penjualan Aset Daerah 
yang tidak Dipisahkan 
b. 2.Penerimaan Jasa Giro 
c. Pendapatan Bunga 
3.DepositoTuntutan Ganti Kerugian 
Daerah 
d. 4.Pendapatan dari Pengembalian 
e. Lain-lain PAD 
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Jeneponto 
Berdasarkan table diatas sumber penerimaan dari pendapatan asli 
daerah terbagi menjadi empat pendapatan yang masing-masing memiliki 
pembagian pajak yang menjadi sumber kas keuangan daerah yang 
dikelolah lansung oleh daerah sesuai  potensi kekayaan dimiliki daerah. 
4.3.2 Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten Jeneponto 
Berdasarkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang 
berasal dari potensi dimiliki daerah maka sumber penerimaan tersebut 
selanjutnya akan dilaksanakan melalui proses penerimaan pajak. 
Pelaksanaan penerimaan tersebut berdasarkan hasil wawancara dari 
Bapak Muhammad Idris selaku sekertaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah bahwa proses pelaksanaan penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah adalah 
Dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah khususnya 
pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Koordinasi dilakukan 
antar SKPD dimana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) bertindak sebagai Koordinator. 
Terdapat beberapa SKPD yang memiliki potensi pendapatan 
daerah seperti Kantor Pelayanan Terpadu, Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Kesehatan, Kantor RSUD dan lain-lain, melalui 
Bendahara Penerimaannya masing-masing menerima setoran 
pendapatan dan menyetor ke Kas Daerah. Penyetoran 
pendapatan kemudian dilaporkan ke Dinas PPKAD untuk 
dilakukan proses administrasi. (wawancara pada tanggal 19 juli 
2016) 
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Dari hasil wawancara diatas penerimaan kas pendapatan asli daerah 
dilaksanakan  oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah dengan bertindak sebagai kordiantor, kordinasi yang dilakukan 
berdasarkan atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2006  pada pasal 5 
ayat 1 poin b tentang kordinasi  kepada tiap SKPD yang memiliki potensi 
sumber daya, dengan melalui bendahara penerimaan yang berada 
disetiap SKPD yang selanjutnya dilakukan penyetoran ke Kas daerah, 
hasil penyetoran tersebut kemudian akan dilaporkan kembali ke Dinas 
PPKAD untuk dilakukan proses administrasi . Dalam pelaksanaan 
penerimaan pendapatan asli daerah DPPKAD memiliki peranan penting 
dalam melaksanakan hal tersebut demi terlaksananya pengelolaan 
pemerintahan yang otonom. 
Setelah pelaksanaan pendapaan asli daerah yang dilaksanakan dinas 
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan telah dilakukan 
proses administratif maka prose selanjutnya penerimaan Pendapatan asli 
daerah dijumlahkan bersama dana perimbangan dari pusat berupa Dana 
Alokasi umum, dana alokasi Khusus dan Pendapatan daerah yang sah 
menjadi Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto. 
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4.4   Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kabupaten jeneponto. 
Sumber keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan 
adalah dari Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan 
pendapatan yang harus digali dan ditingkatkan secara terus menerus oleh 
pemeritah Kabupaten Jeneponto dalam mengurus rumanh tangganya dan 
juga untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. 
4.4.1 Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya 
guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya 
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan 
untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung 
jawab. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 
 
Tabel 4.3 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2013-2015 
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jeneponto 
Berdasarkan table diatas realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 
2013-2015 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah terus 
meningkat, selisi jumlah pendapatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 adalah 
47% jadi penigkatan pendapatan asli daerah dari tahun 2013-2014 sebesar 
Rp.24,010,744,809, terus peningkatan ditahun 2014 sampai 2015 adalah 71%, 
peningkatan tersebut memiliki selisis sebesar Rp.18,309,307,791. Meski 
Peningkatan pendapatan dari tahun 2013-2014 lebih tinggi dibandingkan 
dengan pada tahun 2014-2015, ini menunjukkan peningkatan pendapatan asli 
daerah mulai dari tahun 2013-2015 tetap mengalami peningkatan. Dari table 
diatas menunjukkan semua pajak pendapatan asli daerah telah berkontribusi 
terhadap peningkatan PAD dan yang paling memberikan kontribusi terbesar 
No Uraian Tahun realisasi 
2013 2014 2015 
 Pendapatan Asli 
Daerah 
21.680.093.000,00 45.690.837.809,00 64.000.145.600,00 
1 Pajak Daerah 3.314.000.000,00 8.728.179.053,00 11.581.200.360,00 
2 Retribusi Daerah 5.606.593.000,00 26.681.827.012,00 37.475.145.600,00 
3 Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 
3.634.000.000,00 4.208.140.399,00 5.034.000.000,00 
4 Lain-lain PAD 
Yang Sah 
9.125.500.000,00 6.407.144.145,00 9.909.799.640,00 
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yaitu hasil retribusi daerah, walaupun demikian pada tahun 2013 hasil retribusi 
daerah masih sangat rendah dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 
2015. Hasil retribusi daerah tersebut berupa: 
1. Retribusi Jasa Umum : 
a. Retribusi pelayanan pasar 
b. Retribusi pelayanan administrasi 
c. Retribusi Pelayanan Kesehatan 
d. Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD 
e. Retribusi Pelayana Administrasi RSUD 
f. Retribusi pelayanan Persampahan 
g. Retribusi pemerinksaan alat pemadam kebakaran 
h. Retribusi penggantian biaya cetak peta 
i. Retribusi pelayanan parker ditepi jalan 
j. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 
k. Retribusi penegendalaia Menara telekomunikasi 
l. Retribusi kontribusi dana sosial & SHU 
m. Retribusi pelayanan administrasi pertambangan 
2. Retribusi Jasa Usaha : 
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah/sewa rumah dinas 
b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Sewa Gedung  
c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/sewa Alat Berat 
d. Retribusi Terminal 
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e. Retribusi Tempat Parkir Khusus 
f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan  
g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah 
h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Gedung & 
Rumah Dinas) 
i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Aula) 
j. Retribusi Penjualan Hasil Pertanian 
k. Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga 
l. Retribusi Penjualan Bibit 
m. Retribusi Rumah Potong Hewan 
n. Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah /Perkebunan 
o. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Perikanan) 
p. Retribusi Tempat Pelelangan 
q. Retribusi Penjualan Hasil Perikanan 
r. Retribusi Garam Retribusi Izin Usaha Pertambangan 
3. Retribusi Perizinan Tertentu 
a. Retribusi Izin Trayek 
b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
c. Retribusi SITU/HO 
d. Retribusi Izin Usaha Perikanan 
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Selain itu, pak Hatta selaku Kepala Seksi Retribusi pada Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jeneponto membenarkan temuan 
diatas. Ini disampaikan saat wawancara di ruang kerjanya,  
Sejauh ini, di kabupaten jenoponto pos yang paling berkontribusi 
dalam penerimaan pad adalah retribusi daerah. Setidaknya tiga 
tahun ini, restribusi telah menyumbangkan pad sebesar 60 % dari 
keseluruhan pad di kabupaten jeneponto (wawancara pada 
tanggal 17 juli 2016 di kantor DPPKAD Jeneponto) 
 
Dari hasil analisis diatas, sangat jelas bahwa Hasil retribusi daerah 
merupakan salah satu pendapatan pajak yang paling besar berkontribusi 
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah diluar dari pendapatan lainnya 
yang turut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. 
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Tabel 4.4 
Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2015 
 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Tahun Realisasi 
2013 2014 2015 
Hasil Pajak Daerah 3.314.000.000,00 8.728.179.053,00 11.581.200.360,00 
Hotel bintang dua 13,540,800,00 25.870.053,00 12,500,000,00 
Wisma Pariwiata - - 12,500,000,00 
Rumah makan 19,290,300,00 23.260.000,00 15,000,000,00 
Pagelaran Kesenian 
/Tari/music/busana 
-  5,000,000,00 
Reklame Papan /Bill 
Board/Videotron 
/megatron 
147,680,544,00 177.463.670,00 270,000,000,00 
Reklame kain 5,400,240,00 - - 
Pajak penerangan 
jalan PLN 
1,313,975134 4.856.683.804,00 4,700,000,000,00 
batu gunung/kali 130,920,560,00 212.302.823,25 175,000,000,00 
Pasir ayak -  18,750,000,00 
Pasir urung/timbunan 9,860,500,00 8.735.489,50 22,500,000,00 
Timbunan tanah 20,790,668,00 111.771.677,00 3,750,000,00 
Batu bata 15,379,664,00 19.654.520,00 11,250,000,00 
Krikil sungai 5,998,215,00 1.697.413,25 41,250,000,00 
Pasir pasangan 98,233,093,00 100.625.273,75 75,000,000,00 
Pasir batu (sirtu) 46,932,626,00 54.553.883,75 52,500,000,00 
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Batu Pecah 10,798,254,00 14.554.889,50 - 
Pajak parker  - 25,000,000,00 
Pajak Bea Perolehan 
Ha katas Tanah dan 
Bangunan 
82,970,550,00 88.384.285,00 500,000,000,00 
Pajak bumi dan 
bangunan 
1,780,599,620 3.032.621.271,00 5,641,200,360,00 
Hasil retribusi daerah 5.606.593.000,00 26.681.827.012,00 37.475.145.600,00 
Retribusi pelayanan 
pasar 
280,500,978,00 328.153.000,00 1,000,000,000,00 
Retribusi pelayanan 
administrasi 
- - - 
Pelayanan Kesehatan 1,537,336527,00 13.653.928.000,00 16,513,644,700,00 
Pelayanan Kesehatan 
RSUD 
2,508,346,881,00 11.356.777.612,00 19,040,519,111,00 
Pelayana Administrasi 
RSUD 
2,220,490,00 3.799.000,00 - 
PelayananPersampah
an 
22,150,220,00 20.875.000,00 140,000,000,00 
pemerinksaan alat 
pemadam kebakaran 
- - 5,000,000,00 
penggantian biaya 
cetak peta 
- - 5,000,000,00 
pelayanan parker 
ditepi jalan umum 
57,000,500,00 70.570.400,00 150,000,000,00 
pengujian kendaraan 
bermotor 
24,250,330,00 31.781.000,00 50,000,000,00 
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penegendalaia Menara 
telekomunikasi 
20,500,420,00 15.000.000,00 150,000,000,00 
kontribusi dana sosial 
& SHU 
25,002,487,00 30.018.000,00 40,379,000,00 
pelayanan administrasi 
pertambangan 
- -  
Retribusi Pemakaian 
Kekayaan 
Daerah/sewa rumah 
dinas 
11,200,000,00 6.300.000,00 34,800,000,00 
Retribusi Pemakaian 
Kekayaan 
Daerah/ Sewa Gedung 
18,500,000,00 10.438.500,00 - 
Retribusi Pemakaian 
Kekayaan 
Daerah/sewa Alat 
Berat 
37,840,928,00 40.000.000,00 43,700,000,00 
Retribusi Terminal 100,007,450,00 129.520.000,00 115,000,000,00 
Retribusi Tempat 
Parkir Khusus 
14,250,449,00 18.103.300,00 75,000,000,00 
Retribusi Pelayanan 
Kepelabuhanan 
9,801,502,00 10.494.000,00 20,000,000,00 
Retribusi Penjualan 
Produksi Usaha 
daerah/hasil pertanian 
 5.150.000,00 17,250,000,00 
Retribusi Pemakaian 
Kekayaan 
28,220,500,00 10.430.000,00 100,000,000,00 
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Daerah (Sewa Gedung 
& Rumah 
Dinas) 
Retribusi Pemakaian 
Kekayaan 
Daerah (Sewa Aula) 
25,100,440,00 30.000.000,00 50,000,000,00 
Retribusi Penjualan 
Hasil 
Pertanian 
12,989,778,00 11.500.000,00 17,250,000,00 
Retribusi Tempat 
rekreasi dan Olahraga 
5,657,500,00 2.900.000,00 50,000,000,00 
Retribusi Penjualan 
Bibit 
- - 20,000,000,00 
Retribusi Rumah 
Potong Hewan 
115,998,354,00 126.240.000,00 - 
Retribusi Penjualan 
Produksi Usaha 
daerah /Perkebunan 
32,005,249,00 33.660.000,00 - 
Retribusi Pemakaian 
Kekayaan 
Daerah (Perikanan) 
10,000,000,00 10.000.000,00 50,000,000,00 
Retribusi Tempat 
Pelelangan 
2,800,650,00 - - 
Retribusi Penjualan 
Hasil 
Perikanan 
- - 10,000,000,00 
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Retribusi Garam - - - 
Retribusi Izin Usaha 
Pertambangan 
- - - 
Retribusi izin trayek - 4.025.000,00 50,000,000,00 
Retribusi izin 
mendirikan bangunan 
324,909,957,00 252.349.200,00 2,828,249,826,00 
Retribusi SITU/HO 349,598,445,00 469.215.000,00 391,590,000,00 
Retribusi izin usaha 
perikanan 
- 600.000,00 10,000,000,00 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan 
Daerah Yang 
Dipisahkan 
3.634.000.000,00 4.208.140.399,00 5.034,000,000,00 
Bank Sulsel 3.634.000.000,00 4.208.140.399,00 5.000,000,000,00 
PT.Itabel Alam Pulu  - 34,000,000,00 
Lain-lain Pendapatan 
Asli 
Daerah Yang Sah 
9.125.500.000,00 6.407.144.145,00 9.909.799.640,00 
Hasil penjualan aset 
daerah yang tidak 
dipisahkan 
2,193,827,200,00 173.810.400,00 2,620,000,000 
Jasa kas daerah 2,569,524,900,00 2.645.065.571,00 2,000,000,000 
Rekening deposito 
bank sulsel 
1,399,150,995,00 1.251.071.055,00 2,000,000,000 
Kerugian uang 1,370,059,287,00 1.577.189.347,00 1,099,799,640 
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Kerugian barang 100,500,980,00 - 50,000,000 
Pendapatan dari 
pengembalian 
945,997,234,00 760.007.772,00 2,100,000,000 
Pendapatan dari 
pengembalian 
kelebihan pembayaran 
gaji dan tunjangan 
90,787,387,00 129.398.521,00 100,000,000 
Lain-lain PAD 
459,652,026,00 630.609.251,00 2,000,000,000 
Jumlah 
21.680.093.000,00 45.690.837.809,00 64.000.145.600,00 
Sumber data : DPPKAD Kab.Jeneponto 
Rincian pendapatan asli daerah kabupaten jeneponto dari tahun 2013-
2015 diatas memperjelas terjadinya peningkatan setiap tahun dan yang paling 
pesat peningkatannya adalah dari hasil retribusi pelayanan RSUD lanto 
dg.pasewang sebagi aset daerah dibandingkan dengan potensi sumber daya 
alam yang dimiliki kabupaten jeneponto seperti penjualan hasil pertanian, 
retribusi garam, perikanan hasil laut. Jadi secara keseluruhan aset daerah 
yang dimiliki atas pelayanan jasa dan tempat memiliki retribusi besar dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Jeneponto. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan 
dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 realisasi 
pendapatan asli daerah berkisar 67,83% dari target yang telah di tetapkan, 
selanjutnya meningkat pada tahun 2014 sebesar 86,93%, kemudian di tahun 
2015 mengalami kenaikan sebesar 97,32%. Peningkatan ini sejalan dengan 
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pelaksanaan otonomi daerah masih kurang signifikan karena diimbangi 
dengan belanja Pemerintah daerah semakin tinggi, ditiap tahun pengeluaran 
pemerintah mengalami peningkatan. Ini membuat pemerintah mengerahkan 
tenaganya dalam hal peningkatan kembali pendapatan asli daerah yang 
meningkat tiap tahunnya demi terlaksananya belanja daerah, peningkatan 
pendapatan tersebut dilaksanakan dengan beberapa strategi yang dilakukan 
oleh Dinas pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset daerah, menurut pak 
Rasyak selaku Kepala Bidang Pedapatan daerah, peningkatan tersebut dapat 
terjadi dengan melakukan beberapa hal demi memaksimalkan pendapatan 
tersebut diantara:  
Dalam memaksimalkan peningkatan pendapatan asli 
daerah pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan 
Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak Daerah, kegiatan ini 
diharapkan dapat menjaring wajib pajak baru yang 
sebelumnya belum terdata atau belum terdaftar. yang kedua 
kami menyerahkan Penyerahan SPPT dan DHKP, 
merupakan kegiatan yang mampu menyerap feedback dari 
aparat paling bawah tentang potensi pajak. (wawancara 
pada tangga 16 Juli 2016) 
 
Berdasarkn wawancara diatas bahwa pemerintah kabupaten jeneponto 
telah melakukan kegiatan sensus terhadap masyarakat yang belum 
melakukan pembayaran pajak dalam upaya peningkatan pendapatan asli 
daerah demi menunjang pembangunn daerah, upaya tersebut demi menjaring 
masyarakat yang belum memenuhi pembayaran pajak. Pemerintah kabupaten 
jeneponto juga menyediakan fasilitas berupa media atau tempat untuk 
keperluan kerja masyarakat dalam urusan perdagangan, penyediaan jasa 
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tempat tersebut dilaksanakan demi terjadinya timbal balik masyarakat 
terhadap pemerintah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.  
Upaya lain juga dilakukan untuk menyatukan persepsi masyarakat tentang 
pndapatan asli daerah dan pihak lainnya yang terkait dengan pajak 
pendapatan asli daerah. Seperti  mengoptimalkan retribusi pada pasar. 
Pengakuan ini disampaikan oleh bapak Hatta Kepala Seksi Retribusi saat 
wawancara. 
Upaya lain yang dilakukan untuk mengoptimalkan pad adalah 
mendorong Pendataan wajib retribusi pada pasar, kegiatan ini 
diharapkan dapat menjaring wajib retribusi baru pada pasar yang 
sebelumnya belum terdata atau belum terdaftar, dan kami juga 
melakukan Pembangunan dan pengembangan pasar daerah, 
dengan pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan potensi pajak 
dan retribusi daerah yang dapat diusahakan dalam kerangka 
peningkatan perekonomian masyarakat yang berimbas pula 
pada peningkatan PAD. (Wawancara pada tanggal 17 juli 
2016) 
 
Temuan diatas semakin menekankan upaya yang terus di lakukan 
pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pad. Selain itu, Pemantauan 
penerimaan dan penyetoran unit kerja pengelola PAD, dengan kegiatan ini unit 
kerja pengelola PAD semakin termotivasi dalam pengelolaan pendapatan di 
unit kerjanya. Pemerintah kabupaten jeneponto telah melakukan pengawasan 
demi menjaga stabilitas peningkatan pendapatan asli daerah. 
 Besarnya potensi retsribusi tidak menyurutkan semangat pemerintah 
kabupaten jekneponto. Indikasi ini terlihat dari optimalisasi potensi aset daerah 
berupa sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Jeneponto. SDA 
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merupakan modal utama bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh 
karena itu, kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya alam tersebut 
memiliki kegunaan penting bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha 
maupun stake holder lainnya dalam rangka percepatan pembangunan dan 
kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto. Untuk itu, Pendapatan 
Asli Daerah merupan inkam pendapatan daerah yang dapat membantu daerah 
untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan visi dan missi kabupaten Jeneponto.  
 
4.4.2  Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Besarnya 
Belanja Pembangunan Daerah 
Sumber keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah 
adalah dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah 
pendapatan yang harus digali dan ditingkatkan secara terus menerus oleh 
pemerintah kabupaten jeneponto dalam mengurus rumah tangganya dan juga 
untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sector . dengan demikian 
belanja pembangunan juga terus meningkat berdasarkan kebutuhan daerah. 
Berikut belanja modal pembangunan jalan dan irigasi air dari tahun 2013 
sampai tahun 2015. 
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Tabel 4.5 
Belanja Modal Pembangunan Kabupaten Jeneponto tahun 
Anggaran 2013-2014 
Uraian 2013 2014 2015 
Belanja Modal 
Pengadaan 
Konstruksi Jalan 
17,355,249,500 26,047,787,989 96,923,069,485 
Belanja Modal 
Pengadaan Jalan 
Setapak 
3,905,841,000 5,579,122,700 2,642,636,300 
Belanja Modal 
Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan Jalan 
(rutin / periodic) 
2,890,480,405 4,658,281,650 15,161,284,000 
Belanja Modal 
Perintisan / 
Pembangunan Jalan 
3,590,411,599 3,621,680,500 474,597,000 
Belanja Modal 
Peningkatan Jalan 
2,490.845,910 5,093,840,000 1,547,480,000 
Belanja modal 
Pembangunan 
Bangunan 
Perlengkap jalan 
 545,813,000 3,585,976,000 
Belanja Modal 
Pengadaan 
Konstruksi 
Bendungan 
580,279,800 186,746,637 363,637 
Belanja Modal 
Pengadaan 
Konstruksi kanal 
Permukaan 
5,948,746,834 7,334,859,692 7,751,490,500 
 
 
111 
 
Belanja Modal 
Pengadaan 
Konstruksi Jembatan 
  3,986,367,000 
Belanja Modal 
Pengadaan 
Konstruksi Jaringan 
irigasi 
6,894,284,550 4,528,530,545 34,596,579,424 
Belanja modal 
Pengadaan 
Konstruksi jaringan 
air bersi / air minum 
8,893,284,375 12,650,074,946 11,606,951,394 
Belanja Modal sumur 3,459,023,415 5,527,162,676 2,561,194,163 
Jumlah 50,114,162,383 75,773,900,335 178,459,615,903 
Sumber: Bappeda Kab.Jeneponto 
Dari table diatas kebutuhan terhadap belanja daerah dalam hal ini belanja 
modal terhadap Pengadaan kontruksi jalan dan irigasi air terus menunjukkan 
peningkatan mengingat kebutuhan juga bertambah. Temuan ini juga di perkuat 
dengan pernyataan kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA bapak 
Nuzuldin  saat wawancara di ruang kerjanya mengatakan. 
Saat ini, di kabupaten jekneponto masih terfokus pada 
pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan irigasi air 
untuk pertanian. Upaya ini dilakukan selain karena pemerintah 
terus mendorong akses jalan yang baik, anggaran yang tersedia 
juga masih sangat terbatas. Sehingga anggaran yang terbatas 
lebih di optimalkan pada kebijakan yang menunjang kegiatan 
masyarakat, berupa perbaikan akses jalan untuk memudahkan 
masyarakat serta perbaikan irigasi pertanian. (wawancara pada 
tanggal 12 agustus 2016) 
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Hasil wawancara menunjukan bahwa Bagian terbesar dari belanja 
pembangunan daerah kabupaten Jeneponto adalah sektor pengadaan 
konstruksi jalan. Pada tahun anggaran 2013 biaya yang dikeluarkan untuk 
membiayai sektor pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp. 17,355,249,500, 
tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 26,047,787,989, tahun anggaran 2015 
sebesar Rp.26,047,787,989, kemudian penganggaran terbesar ke dua dalam 
belanja pembangunan adalah pada sektor pengadaan konstruksi jaringan air 
pada tahun 2015 sebesar Rp. 34,596,579,424 yang sebelumnya pada tahun 
2013 sebesar Rp. 6,894,284,550 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 
4,528,530,545. Maka dapat kita lihat bahwa semakin meningkat jumlah 
pendapatan asli daerah maka semakin meningkat pula jumlah belanja 
pembangunan daerah yang dikeluarkan pemerintah kabupaten jeneponto. 
Jumlah belanja pembangunan daearah kabupaten Jeneponto terus meningkat 
menunjukkan keadaan daerah kabupaten Jeneponto mengalami 
perkembangan namun peningkatan belanja pembangunan tersebut tidak 
berbanding lurus terhadap jumlah peningkatan PAD untuk membiayai besaran 
dari kebutuhan pembangunan di kabupaten Jeneponto, ini bisa dilihat dari 
besaran-besaran jumlah kebutuhan pembangunan diatas bahwa peningkatan 
belanja pembangunan dibarengi dengan peningkatan jumlah PAD tetapi 
besaran PAD tersebut masih jauh dari kebutuhan yang akan dibiayai 
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Tabel 4.6 
Konstribusi PAD Terhadap Belanja Pembangunan Daerah Tahun 
Anggaran 2013 sampai Tahun 2015 
 
NO 
Tahun 
Anggaran 
Belanja 
Pembangunan 
Daerah 
PAD Konstribusi 
1 2013/2014 50,114,162,383 21.680.093.000 43,26% 
2 2014/2015 75,773,900,335 46.025.290.609 60,74% 
3 2015/2016 178,459,615,903 64.000.145.600 35,86% 
Sumber:  Olahan data sekunder 
Kecenderungan data pada table diatas, belanja pembangunan daerah 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhitung sejak tahun anggaran 
2013/2014, 2014/2015 dan 2015/2016. Secara berturut-turut besaran 
anggaran untuk pembangunan daerah sebesar Rp 50.114.162.383 atau setara 
dengan 43, 26%, Rp 75.773.900.335 (60, 74%) dan Rp 178.459.615.903 
(35,86 %). Besaran belanja pembangunan daerah yang mengalami 
peningkatan secara berturut-turut tidak terlepas dari pengaruh dana 
perimbangan dari pusat yang bertambah dan juga dari Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto, Abdullah dan Halim (2006:26) 
menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana 
perimbangan di pemerintah daerah di indonesia merupakan sumber 
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pendapatan dalam APBD, terdapat hubungan yang kuat antara dana 
perimbangan dan belanja pembangunan 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi 
hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, Sesuai dengan prinsip 
kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang tidak terpisahkan dari 
pemerintah pusat atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam 
mengelolah rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah 
daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli 
Daerahnya (PAD), maka untuk menutupi besaran PAD pendapatan asli daerah 
(PAD) terhadap besarnya belanja pembangunan daerah adalah dengan 
bantuan dari Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah pusat berupa 
Dana APBN berupa DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi 
Khusus) sebagai bagian dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada 
analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sejauh ini pendapatan asli daerah (PAD) mulai dari tahun 2013-2015 
masih terfokus pada aset daerah yang dikelolah lansung oleh tiap skpd 
berupa pelayanan public diantaranya retribusi kesehatan, retribusi 
penyediaan sarana jual bagi pedagang dan lain-lain yang sifatnya retribusi, 
pun terjadi peningkatan PAD dalam kurung waktu tiga tahun namun 
peningkatan tersebut masih belum signifikan atau dapat menutupi belanja 
pembangun. Salah satu yang dapat menambah pendapatan asli daerah 
adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia namun 
kabupaten jeneponto saat ini masih belum bisa memaksimalkan sumber 
daya alam tersebut secara maksimal dilihat dari realisasi penerimaan hasil 
pajak daerah.  
2. Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem pemerintahan 
desetralisasi otonomi daerah dalam melaksanakan kemandirian daerah 
untuk mengelola potensi yang dimiliki berupa Pendapatan asli daerah demi 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Kontribusi PAD masih rendah 
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dibandingkan dengan belanja pembangunan daerah maka untuk menutupi 
besaran belanja pembangunan daerah terhadap PAD yaitu dengan 
adanya dana perimbangan dari pusat untuk menyeimbangkan anggaran 
yang berada ditiap daerah. Maka kemandirian daerah dalam mengelola 
rumah tangganya tidak ditafsirkan terpisah dari pusat dan harus 
mengandalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai secara 
keseluruhan kegiatan pemerintahan. Jika mengandalkan pendapatan asli 
daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan kabupaten Jeneponto  
maka secara keseluruhan pendapatan asli daerah belum mampu untuk 
menutupi besaran belanja daerah. 
 
5.2 Saran 
1. Pemerintah kabupaten Jeneponto dalam mengelola potensi daerah dari 
segi aset yang dimiliki daerah  perlu ditingkatkan lagi  dari segi sumber 
daya alam yang dimiliki daerah dengan luas daerah dan corak produksi 
pertanian luas malah penghasilan dari segi sumber daya alam tersebut 
masih rendah, inilah yang mesti menjadi prioritas pemerintah kabupaten 
Jeneponto dalam merancang strategi pembangunan demi peningkatan 
pendapatan asli daerah salah satunya penyediaan instalasi air untuk 
persawahan agar petani dapat melakukan panen dua kali dalam setahun 
serta petani tidak lagi bergantung pada air tadah hujan 
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2. Pemerintah daerah kabupaten Jeneponto Harus lebih giat lagi dalam 
mengembangkan sektor-sektor yang menjadi penerimaan pajak melalui 
peningkatan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah, juga perlu 
mengoptimalkan kinerja dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) guna 
mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah 
Pusat. 
3. Pemerintah Kabupaten Jeneponto hendaknya lebih memperhatikan 
potensi yang dimiliki daerahnya sehingga dalam penyusunan anggaran 
daerah, target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah 
(dalam batas rasional) sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki 
masing-masing daerah. 
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